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ABSTRAKSI

Penyelenggaraan lugas pemerintah Sangat fcrgantung pada kesempurnaan aparatur
negara, khususnya pengawai negeri dalam menjalankan tugasnya. Kesempurnaan tugas di
sini menyangkut tentang prestasi kerja, profesionalitas serta menta] yang bersih darj
KKN. Berdasarkan UU No 43 tahun 1999, pengertian tentang Pegawai Negeri adalah
setiap warga negara RI yang telah memenuhi Syarat yang ditentukan, diangkat olel
pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalau suatu jabatan negeri atau diserahj tugas
negara lainnya. dan digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah (PP) No 100 tahun 2000 mengatur tentang Pengangkatan PNS
dalam jabatan struktura) Pada pasal 5 dan Pasal 6 PP No. 100 (ahun 2000 mengatur
persyaratan PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan strukral.

Jika dilihat darj segl yuridis formal, tentang penempatan PNS. untik menduduki jabatan
struktural  sudah jeias  aturannya. Namun kenyataan dilapangan banyak terjadi
penyimpangan~pcnyimpangzm. Tidak jarang terjadi terbesit di dalam pikiran para pejabat
vang berwenang menempatkan PNS istilah “Jangandangan™ dan “pasti”, yang berarti
bahwa unsur usbejektivitas masih dominan. Sedangkan segi kapabilitas  dan
profesionalitas helum ditempatkan pada pertimbangan yang incnentukan.

Dalam penclitiar ini, peneliti ingin ‘meniotret keadaan yang scbhenarnya di Lapangan,
faktor-faktor vang dipertimbangkan dajam menempatkan PNS untuk menduduki Jabatan
struktural.

Dari sejumlah PNS di selurah Indonesia, pencliti hanya mengambil sampel sejumlah 60
orang untuk dijadikan responden. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik porposif
random sampling, yaitu dengan menentukan lokasi  wilayah penelitian,  kemudian
menentukan instansi pusat/daerah, kemudian mengambil sampel dengan memilih PNS
yang telah menduduki eselon IV, Il dan 1I.

Pengambilan data dilakukan serentak dengan mengirim kuesioner kepada responden yang
terpilih melalui pos. Dari 60 kuesioner yang (elah dikirim, scbanyak 4 responden yang
mengembalikan kuesionernya yang telah diisi. Di samping mengirim kuesioner, peneliti
juga melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa responden.  guna
memperdalam  informasi yang ingin dijaring. Teknik pengolahan  data, digunakan

program SPSS yang telah diakuj oleh banyak pihak tentang kcakuralzmnygl.
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ABSTRAKSI

Penyelenggaraan lugas pemerintah Sangat fergantung pada kesempurnaan aparatur

negara, khususnya pengawai negeri dalam menjalankan tugasnya. Kesempurnaan tugas di

sini menyangkut tentang prestasi kerja, profesionalitas serta menta] yang bersih darj
KKN. Berdasarkan UU No 43 tahun 1999, pengertian tentang Pegawai Negeri adalah
setiap warga ncgara Rl yang telah memenuhi Syarat yang ditentukan, diangkat oleh
pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalau suatu jabatan negeri atau diserahi tugas
negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah (PP) No 100 tahun 2000 mengatur tentang Pengangkatan PNS
dalam jabatan struktural. Pada pasal 5 dan pasal 6 PP No. 100 tahun 2000 mengatur
persyaratan PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan struktural.

Jika dilihat darj segi yuridis formal, tentang penempatan PNS ‘untuk menduduki jabatan
struktural sudah jelas aturannya. Namun kenyataan dilapangan banyak terjadi
penyimpangan-penyimpangan. Tidak jarang terjadi terbesit'di dalam pikiran para pejabat
yang berwenang menempatkan PNS istilah “jangan-jangan” dan “pasti”, yang berarti
bahwa unsur usbejektivitas masih dominan. Sedangkan segi kapabilitas  dan
profesionalitas belum ditempatkan pada pertimbangan yang menentukan.

Dalam penelitian ini, pencliti ingin_memotret keadaan yang scbenarnya (i lapangan,
faktor-faktor yang dipertimbangkan ‘dalam menempatkan PNS untuk menduduki jabatan
struktural. ‘

Dari sejumlah PNS (i seluruh Indonesia, pencliti hanya mengambil sampel sejumlah 60
orang untuk dijadikan responden, Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik porposif
random sampling, yaitu dengan menentukan lokasi  wilayah penelitian, kemudian
menentukan instansi pusat/daerah, kemudian mengambil sampe] dengan memilih PNS
yang telah menduduki eselon IV, II1 dan II.

Pengambilan data dilakukan serentak dengan 111engiri111 kuesioner kepada responden yang
terpilih melalui pos. Dari 60 kuesioner yang (elah dikirim, sebanyak 40 .responden yang
mengembalikan kuesionernya yang telah diisi. Dj samping mengirim kuesioner, peneliti
Juga melakukan wawancara secara langsung  kepada beberapa responden, guna
memperdalam informasi yang ingin dijaring. Teknik pengolahan data, digunakan

program SPSS yang telah diakuj oleh banyak pihak tentang keakuralannya.
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Dari sekian banvak variabel yang dipertimbangkan dalam penempatan PNS untuk
menduduki jabatan struktural, peneliti mengclompokkan empat variabel yang menjadi
objek penelitian. yaitu variabel keterampilan, variabel pengalaman, variabel kepribadian
dan variabel jender (gender).

Temuan data menunjukkan bahwa dari bebcrapa faktor yang masuk dalam variabel
keterampilan, faktor kreativitas menduduki prosentase yang terbesar, yaitu 92..5 persen
vang menyatakan bahwa kreativitas menjadi pertimbangan yang pertama dalam
penempatan pegawai. Sedangkan pendidikan formal hanya menempatan urutan
berikutnya, yaitu 87,5 persen yang menyatakan bahwa pendidikan formal menjadi
pertimbangan penempatan pegawai.Variabel pengalam juga menjadi pertimbangan
penempatan pegawai yang cukup signifikan. Yang termasuk variabel ini adalah
Pendidikan berjenjang, namun responden sebagian besar menjawab bahwa variabel ini
bukan menjadi prioritas pertama, tetapi sebagian besar (27,5 persen) menjadi prioritas ke
tiga. Kemampuan beradaptasi juga hanya sebagian kecil yang memilih prioritas pertama,
dan sebagian besar responden (55 persen) menganggap bahwa variabel ini menjadi
prioritas ke tiga. Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) merupakan variabel yang sangat
dipertimbangkan dalam penempatan pegawat: Hal ini terlihat dari sebagian besar
responden yang menjadikan variabel ini menjadi prioritas utama. Ial ini mencerminkan
bahwa di lingkungan instansi pemerintah, senioritas merupakan hal yang dominan
menjadi dasar pertimbangan dalam penempatan pegawai.Variabel kepribadian. juga
menjadi pertimbangan penempatan pegawai. Di antara faktor-faktor komitmen, loyaiitas,
kejujuran dan disiplin pegawai, yang masuk dalam kelompok variabel kepribadian,
responden rata-rata memilih variabel-variabel tersebut menjdai prioritas ke tiga dalam
penempatan pegawai. Jadi variabel ini bukan merupakan variabel unggulan dalam
pertimbangan penempatan pegawai. Yang paling menonjol adalah pertimbangan
profesionalitas pegawai, yaitu 55 persen responden menjadikan variabel inm menjadi
prioritas ke dua dalam penempatan pegawai.

Variabel gender, menurut temuan data bukan merupakan hal yang cukup penting
dipertimbangkan dalam penempatan pegawai. Sebab mereka menganggap bahwa jenis
kelamin laki-laki maupun perempuan mempunyai kapasitas yang sama untuk menduduki

jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah.
it
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PENGANTAR

dasar dari penelitian ini adalah hasil dari pengamatan sementara yang sering terjadi
ya kejanggalan-kejanggalan dalam penempatan pegawai di lingkungan instansi
intah. Kita sering menyaksikan kejadian di mana scorang pegawai telah dilantik
uk menjabat suatu esclon tertentu, walaupun yang bersangkutan belum memenuhi
rsyaratan secara administratif. Baru setelah menjabat beberapa lama kemudian, yang
ersangkutan mengikuti pendidikan penjejangan yang dipersyaratkan. Dari kasus ini
* peneliti mempunyai keinginan mengetahui lebih jauh, hal-hal apa saja yang scbetulnya
menjadi pertimbangan pimpinan untuk menempatkan pegawainya untuk menduduki
suatu jabatan struktural tertentu di instansi pemerintah.

Penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan kreativitas dan-kemampuan akademik,
khususnya di bidang penelitian, dan dibiayai oleh Universitas Terbuka melalui Pusat
Studi Indonesia-UT.

Pada kesempatan ini, juga peneliti akan menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak
yang membantu alam pelaksanaan ini, seperti kepada responden yang telah memberi
kesempatan untuk diwawancara bahkan' mengirim kembali kucsioner yang telah diisi,
kepada teman-teman yang membantu.membimbing dalam pengolahan data, dan teman-
teman lainnya, sehingga penelitianiini akhirnya dapat peneliti selesaikan. Tidak lupa juga
peneliti sampaikan terima~kasih kepada UT melalui ketua PSI yang telah memberi
kesempatan kepada« pencliti untuk melakukan penelitian ini, sekalian membantu
pembiayaannya.

; Penelitian ini tentu jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu peneliti mengharapkan dari
| para pembaca kiranya untuk dapat memberikan kritik, saran atau masukan-masukan

untuk kesempurnaan laporan penelitian ini.

Jakarta, 1 Agustus 2001

Peneliti.
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PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan tugas pemerintahan sangat tergantung pada kesempurnaan
aparatur negara, Khususnya pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya.
Kesempurnaan tugas di sini menyangkut tentang prestasi kerja, profesional serta
mental’ yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Jika hal ini telah
terwujud, maka akan tercipta lingkungan yang sehat, kompetisi antar pegawai
yang sehat, serta jenjang karier yang jelas. Dengan demikian, kesejahteraan
pegawaipun otomatis akan meningkat.

Untuk mengatur agar aparatur negara ini sesuai dengan apa’ yang dicita-citakan,
maka diatur dengan undang-undang, yaitu UU No 43" tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian.

Dalam pasal ayat 1 UU No 43 tahun 1999 ini-menjelaskan bahwa Pegawai negeri
adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang
ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan negeri atau diserahi (tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai negeri ini terdiri-dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Militer.

PNS juga ada yang berstatus sebagai pegawai pusat dan pegawai daerah.
Berdasarkan PP "Nomor 96 tahun 1999, pada pasal 1 menjelaskan bahwa PNS
Pusat adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBN dan bekerja di
departemen, Kejagung, Sekretariat negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat
Militer, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Kantor Menko, Kantor
Men Necg, Kepolisian Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen,
Kesekretariatan atau lembaga Tertinggi/Tinggi negara, Instansi Vertikal di dacrah
Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan atau dipekerjakan untuk

menyelenggarakan tugas negara lainnya.
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Sedangkan pada ayat 2 menjelaskan bahwa PNS Daerah adalah PNS Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada APBD dan bekerja pada

Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya. |

Sistem pengangkatan PNS untuk menduduki jabatan struktural, juga sudah diatur

dalam Peraturan Pemerintah, yaitu PP No 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

Dijelaskan dalan pasal 1 ayat 2 bahwa yang dimaksud dengan jabatan struktural

adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan

hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu organisasi negara.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, diatur dalam pasal 5

yang isinya scbagai beriktlt:

a. berstatus PNS

b. serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu)-tingkat di bawah jenjang
pangkat yang ditentukan

¢. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan

d. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir.

e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan dan

f. sehat jasmani dan rokhani.

Lebih lanjut ‘pada pasal. 6, menjelaskan bahwa di samping persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan

Daerah perlu meinpcrhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia,

pendidikan dan pelatihan jabatan, dan pengalafnan yang dimiliki.

Jika dilihat dari yuridis formalnya, undang-undang maupun peraturan Pemerintah

yang mengatur tentang PNS sudah cukup lengkap. Namun dalam kenyataan di

lapangan, masih banyak hal-hal yang dilanggar, justru oleh orang-orang yang

seharusnya tahu tentang peraturan yang berlaku. Misalnya saja seorang PNS yang

dapat menduduki jabatan eselon II minimal harus golongan 1V disertai syarat-

syarat, seperti telah mengikuti pelatihan berjenjang (Adum, Spama, Spamen,

Lemhamnas). Kenyataan di lapangan belum tentu memenuhi presyaratan-
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persyaratan tersebut. Hal inilah yang memberikan peluang terjadlns}}zlzl(f(%rupsx,
kolusi dar: nepotisme (KKN) di kalangan pemerintahan.

Untuklah perlu dilakukan pembenahan-pembenahan agar dapat tercipta good

governace yang telah dicita-citakan olch banyak pihak.

PERUMUSAN MASALAH
Dari uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan scbagai berikut:
Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan pimpinan dalam menempatkan

pegawai untuk menduduki jabatan struktural di kalangan instansi pemerintah?

TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan penelitian “ini adalah untuk

mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor apa saja’ yang menjadi bahan

pertimbangan pimpinan dalam menempatkan seseorang untuk menduduki jabatan

struktural tertentu di kalangan instansi pemerintah.

MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penempatan PNS
untuk menduduki jabatan struktural

2. Faktor-faktor yang ‘paling dominan yang menjadi pertimbangan dalam
penempatan PNSuntuk menduduki jabatan struktural

3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan peraturan pemerintah,
khususnya yang menyangkut tentang pengangkatan PNS untuk menduduki

jabatan struktural.
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METODOLOGI RISET

Dari sejumlah PNS Pusat di seluruh Indonesia, peneliti hanya mengambil 60
orang untuk dijadikan responden. Tcknik pengambilan sampel ini dilakukan
berdasarkan pemilihan lokasi wilayah, departemen/institusi non departemen,
kemudian ditentukan pejabat yang berkompeten untuk mempertimbangkan
penempatan pegawai di lingkungan kerjanya. Responden yang dipilih adalah
pejabat yang telah menduduki eselon IV,III dan eselon II, baik pejabat di pusat
maupun di daerah.

Pengambilan data dilakukan secara sercntak di beberapa wilayah, yang memakan
waktu kurang lebih satu (1) bulan. Tekniknya dengan mengirim kuesioner kepada
responden yang telah ditentukan, kemudiam. dikirim melalui pos. Dari 60
kuesioner yang dikirim, sebanyak 40 kuesioner yang diisi dan dikembalikan. Di
samping melalui pos, peneliti juga mengadakan wawancara mendalam secara
langsung kepada beberapa responden, guna memperdalam informasi yang ingin
dijaring.

Teknik pengolahan data, digunakan program SPSS, yang telah diakui oleh banyak

pihak, dapat mengolah data secara lengkap.
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BAB 11
STUDI PUSTAKA

Jabatan kepala suatu unit kerja seyogyanya harus mempunyai syarat-syarat
kepemimpinan (leadership) seperti : Dalam buku “Organization Bchavior” olch

Kreitner (1997) dikemukakan sehari-hari.

Seorang pemimpin harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

a mempunyai kecerdasan (intellegence)

L. mempunyai misi dan visi (mession and vision)

c. terobsesi mengembangkan unit kerja yang dipimpinnya (obsession)
d. dapat dipercaya (trust)

mempunyai rasa kasih sayang (love) terhadap bawahan

o

f  mampu menciptakan “pahlawan” disetiap level bawahannya (hero in every level)

g. pemecah masalah yang handal (crating hero)

Kualitas sumber Days Manusia (SDM) sangat dipengaruhi olch kemampuan miasing-
masing individu (abilitie) dan karakteristik pribadi individu (Prakoso Hadi, 2000).
Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kemampuannya SDM, probabilitas untuk
mengerjakan tugas dengan baik akan semakin besar. Kemampuan seorang individu
secara keseluruhan terdiri dari dua kemampuan yaitu kemampuan intelektual dan
kemampuar. {sik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan individu untuk
melakukan akiivitas mental, kemampuan ini diukur dengan bentuk tes seperti 1Q Test,
GMAT. Sedargkan kemampuan fisik adalah kemampuan seorang individu untuk
melakukan tugas-tugas yang memerlukan daya tahan, ketangkasan, kekuatan dan
keahlian-keahlian lain yang serupa. Semakin tinggi kemampuan intelektualnya, maka
semakin tinggi posisi manajerial yang diduduki oleh seorang karyawan karena
semakin di tuntut kemampuan otaknya. Namun semakin tinggi kemampuan fisiknya,
maka semakin rendah posisi pekerjaan yang diduduki oleh seorang karyawan

(Prakoso Hadi, 2000).
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Kepribadian adalah seluruh atribut tentang cara-cara seorang individu bereakst dan

berinteraksi dengan orang lain. Pada dasarnya kepribadian seseorang dipengaruhi
oleh tiga hal yaitu keturunan, lingkungan dan situasi. Faktor keturunan merupakan
faktor bawaan dari lahir yang relatif sudah tertanam dalam alam bawah sadar
manusia. Faktor lingkungan meliputi lingkungan primer yang berasal dari dalam
organisasi. Lingkungan merupakan faktor penting yang membentuk kepribadian
seseorang .melalui norma, sikap dan nilai-nilai. Situasi dapat membuat kepribadian
dalam jangka panjang relatif stabil atau permanen, namun situasi juga dapat membuat

kepribadian dalam jangka pendek berubah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan

(Prakoso Hadi, 2000).

Menurut hasil penelitian Longitudinal yang dilakukan oleh Schen ditemukan bazhwa
sindrom-sindrom sikap tertentu yang membimbing banyak orang di sepanjang karir
mercka dibentuk pada awal hidup mercka. Lima dasar_yang diidentifikasikan
sckarang pemandu orang pada beberapa jenis karicr yang berhubungan adalah

kemampuan manajerial, kemampuan fungsional teknis, keamanan, kreativitas dan

otonomi independensi (Edwin B. Flippo, Moh, Masud, 1993).

Pengangkatan sedrang kepala unit kerja menyangkut keberhasilan unit kerja tersebut
untuk berkembang berarti seorang Kepala unit harus menunjukan kinerja yang handai.
Dalam hubungan ini; Suyadi  Prawirosentono (1999) dalam bukunya berjudul
KEBIJAKAN KINERJA' KARYAWAN menjelaskan inti kinerja, yakni:

“Performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang
dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-
masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi secara legal dan berdasarkan

moral dan etika.

Pengertian etika disini, bahwa pemimpin unit mempunyai kewajiban etis atau
kewajiban moral untuk mengembangkan unit kerja yang dipimpinnya artinya, dia
harus mempunyai rasa malu bila unit kerja yang di pimpinnya tidak menunjukkan

kemajuan dengan berbagai aktivitas.
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Selain dari itu, mengingat di Indonesia, jabatan tidak dibatasi “gender” (jender) atau
jenis kelamin, maka sebagai catatan saja, bahwa menurut penelitian di Amerika
serikat (dengan bidang studi) ditemukan antara lain hal sebagai berikut:

“Female leaders were evaluated more negatively than equivalent male leaders. This
bian was considerably stronger when woman used an antocratic leeadership style”
(Stepen Robbins, 1994, Organization of Behavior).

Artinya. :

“Wanita );ang 'menjadi pemimpin unit selalu mendapat penilaian buruk, lebih-lebih
bila wanita bersangkutan dalam memimpin unit kerjanya bergaya otoriter”.

Nampaknya hasil studi tersebut berlaku secara universial dalam arti terjadi disemua

negara manaput’s’-
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BAB 11
TEMUAN DATA

Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang diambil sebanyak 40 responden. Responden
dipilih secara acak dari orang-orang yang sedang menduduki jabatan struktural, minimal
eselon 11l a da‘n I11 b, dari instansi pemerintah, baik di Pusai maupun di Dacrah.
Dari beberapa variabel yang diukur, dapat dikelompokkan menjadi empat variabel yang
menjadi pertimbangan dalam penempatan pegawal, yaitu:

1. Variabel Keterampilan

2. Variabel pengalaman

3. Variabel kepribadian

4. Variabel gender

‘1. Variabel Keterampilan terdiri dari:

a. Pendidikan formal

b. Kreativitas

c. Inovatif

d. Kemampuan Analisis
Kemampuan Manajerial

f. Kemampuan Beradaptasi

g. Berani mengambil resiko

2. Variabel pengalaman-terdiri dari:
a. Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)
b. Pendidikan penjenjangan struktural
3. Variabel kepribadian terdiri dari:
Komitmen

a
b. Loyalitas

C. Kejujuran
d. Disiplin
€. Profesicnal

4. Variabel gender
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Variabel Keterampilan sebagai pertimbangan penempatan pegawai

Keterampilan adalah kompetensi yang berhubungan dengan pekerjaan. Kompetensi di
sini diartikan sebagai kewenangan untuk memutuskan sesuatu yang berhubungan
dengan pekerjaan. Seorang karyawan yang mempunyai kewenangan untuk
memutuskan, diperlukan dukungan berlatar belakang pendidikan formal  yang
memadai, mempunyai kreativitas dan inovatif, serta mempunyai kemampuan untuk
menganalisis permasalahan, sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan
berdasarkan hasil analisis yang tepat. Kemampuan manajerial bagi pejabat
pemerintah juga cukup penting, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan
lingkungan kerja.

Untuk mengetahui seberapa besar variabel-variabel tersebut sebagai bahan
pertimbangan dalam penempatan pegawai untuk menduduki suatu jabatan struktural
di lingkungan instansi pemerintah, berikut hasil temuan-temuannya.

Dari hasil pengolahan data, ditemukan suatu” gambaran bahwa schagian besar (87,5
persen) responden menyatakan pendidikan formal menjadi pertimbangan dalam
penempatan pegawai, dan hanya sebagaianﬁkecil (12,5 persen) yang menganggap
bahwa pendidikan formal tidak- menjadi pertimbangan yang penting dalam
penempatan pegawai dalam menduduki jabatan dilingkungan instansi pemerintah.
Seorang yang mempunyai_kreativitas akan menjadi pertimbangan bagi atasannya
untuk memnduduki. suatu jabatan struktural di pemerintahan, karena orang yang
mempuﬁyai kreativitas tinggi dianggap dapat meningkatkan motivasi bawahannya
dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjdadi tugasnya. Ilal ini ditunjukkan dengan
temuan data yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden (92,5 persen)
menyaiakan kreativitas menjadi pertimbangan penting, dan hanya sebagian kecil saja
(7,5 persen) yang menyatakan tidak mempertimbangkan variabel tersebut.
Kemampuan berinovasi juga menjadi pertimbangan sebagian besar responden (72,5
persen), dan hanya sebagian kecil saja (27,5 persen) yang menyatakan tidak
mempertimbangkan variabel inovatif ini.

Kemampuan analisis merupakan salah satu faktor keterampilan pegawai. Scorang

pegawai yang mampu melakukan analisis permasalahan, akan relatif lebih berani
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mengambil suatu keputusan yang diyakininya benar. Oleh karena itu variabel
kemampuan analisis dianggap dapat mcnjadi pertimbangan dalam  pencmpatan
pegawai. Dari temuan data terlihat bahwa responden yang mencmpatkan variabel ini
menjadi prioritas pertama sebagai pertimbangan, hanya scbesar 12,5 persen.
Prosentase ini relatif kecil jika dibandingkan dengan responden yang mencmpatkan
variabel ini menjdai prioritas kedua, yaitu 50 persen. Walaupun demikian berarti
bahwa variabel kemampuan analisis tetap mendapat prioritas yang penting untuk
dipertimbangkan dalam penempatan pegawai.
Kemampuan manajerial adalah kemampuan seseorang untuk mengelola sumber daya
yang ada, termasuk mengelola staf dan atasannya. Artinya di sini segi keterampilan
memimpin akan lebih dominan. Sescorang yang mempunyai kemampuan manajerial
yang tinggi, akan cenderung sukses dalam melakukan kepemimpinannya.
Temuan data menunjukkan bahwa sebagian besar (52,5 persen) menempatkan
variabel kemampuan manajerian pada prioritas pertama. Dan hanya 2,5 persen saja
yang menganggap bahwa variabel ini menjdadi-prioritas ke tiga. Dari data terscbut
terbukti bahwa variabel kemampuan manajerial merupakan hal yang sangat penting
sebagai dasar pertimbangan dalam penempatan pegawai untuk menduduki jabatan
struktural di Jingkungan instansi pemcrintah. Jika dicermati secara mendalam,
sebetulnya minimal ada tiga hal penting yang seharusnya dikuasai olch scscorang
dalam mengelola suatu unit atau-organisasi, yaitu:
1. Mampu membuat perencanaan kerja berdasarkan preoritas yang realitis dan dapat
diukur. '
2. Mampu mengelola sumber daya yang ada untuk menunjak terwujudnya rencana
kerja yang telah disusun
3. Melakukan evaluasi hasil pekerjaannya dalam periode tertentu.
Menurut pengamatan sementara, seorang pegawai yang akan menduduki jabatan
struktural telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi
yang berwenang, di mana pelatihan tersebut sebetulnya sudah menyangkut ketiga hal
di atas, namun dalam implementasi di lapangan masih relatif rendah. Oleh karena itu,
dalam rangka meningkatkan kemampuan manajerial sescorang, perlu dilakukan

pelatihan-pelaiihan berjenjang secara periodik, sehingga seorang pejabat akan selalu
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mendapat “suntikan” motivasi untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda sama sekali. Seorang pegawai
yvang akan menduduki jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintih, pada
umumnya belum mengikuti pendidikan yang sesuai dengan peraturan pemerintah
yang telah ditetapkan. Seperti seseorang yang akan menduduki jabatas esclon IV,
seharusnya telah mengikuti Adum, Spama untuk jabatan esclon II, Spamen untik
jabatas esglon II dan Lemhanas untuk pendidikan pegawai yang akan menjabat
tingkat esefon I. Hal ini tercermin dari jawaban responden yang mencmpatkan
variabel pendidikan berjenjang menjadi prioritas ketiga saja, dan hanya sebagian kecil
yang menempatkan vaiabel ini menjadi prioritas pertama yang. dipertimbangkan.
Artinya bahwa pendidikan berjenjang bukan merupakan “prioritas utama dalam
menempatkan pegawai untuk menduduki jabatan struktural. Dan supaya tidak
dianggap melanggar aturan yang ada, maka seorang pegawai yang telah diangkat
untuk menduduki jabatan struktural tertentu, kKemudian diikutsertakan  dalam
pendidikan berjenjang yang sesuai dengan eselonnya. Jadi setelah menduduki jabatan,
seseorang pegawai baru mengikuti pendidikan berjenjangnya. Hal ini dimungkinkan,
karena dalam kenyataanya segi scnioritas di lingkungan pemerintali tetap masih
menjadi bahan pertimbangan dalam penempatan pegawai. Scnioritas ini ditunjukkan
dengan Daftar Urutan Kepegawaian (DUK). Cuma sayangnya, pertanyaan incrgenai
DUK ini, sebagian besar (70 persen) tidak menjawab, dan hanya 25 persen saja yang
menganggap DUK ini menjadi prioritas pertama scbagai bahan pertimbangan
penempatan pegawai.

Pertimbangan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja, sebagian besar
responden (55 persen) hanya menempatkan pada prioritas ketiga, dan hampir tidak
ada responden yang memilih variabel tersebut menjadi prioritas pertama. flal ini
dimungkinkan karena seorang pegawai yang akan mendudki jabatan struktural
biasanay sudah mengenal kharakter pegawai pada umumnya, jadi telah dianggap
mampu untuk beradaptasi dengan iingkungan. Oleh karena itu, variabel ini hanya
ditempatkan pada prioritas ketiga dalam pertimbangan untuk penempatan pegawai.

Variabel Kepribadian sebagai pertimbangan penempatan pegawai.
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Pengertian 1entang kepribadian adalah Jumlah total dari cara cara di mana seseorang
individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang Tain. Ini paling sering digambarkan
dalam hentuk sifat-sifat yang dapat divkur yang diperhitungkan oleh sescorang
(Edwin B. Flippo, 1993)

Pendapat lain mengatakan bahwa kepribadian adalih himpunan karakteristih dan
kecendernmgean yang stabil serta menentukan sifat umum  dan perbedaan dalam
perilaku (Stcpen Robbins, 1994).

Jadi di sini inti dari pengertian kepribadian adalah total jumlah dari sescorang
individu daiam bereaksi dan berinteraksi denga orang lain.

Ciri-ciri kepribadian antara lain diganibarkan dengan karakteristik  abadi vang
menggambarkan perilaku sescorang. Jadi sescorang dikatakan pribadinya baik atau
jelek, akan tercermin dari perilakunya schari-hari dalam ‘menjalankan hidupava di
masyarakat. dalam hal ini khususnya di lingkungan Kerjanya. Hal-hal yang dapat
diukur dalam menilai kepribadian scorang  pégawai’ adalah komitmen terhadap
pekerjaan. lovalitas, kejujuran, disiplin dan profesional. Variabel-variabel inilak vang

akan dilihat. seberapa besar hal ini dipestimbangkan dalam pencmpatan pegswai

:
z
:

untuk menduduki jabatan struktural di fingkangan instansi pemerintah.

Temuan data menunjukkan bahwa-dari40 responden yang ditanya, yang meneangpap
variabel komitmen menjadi prioritas pertama, merupakan prosentase yang paling
dominan. vaitu mencapai- 45 persen. Scdangkan prioritas yang kedua mcrupakan
prosentase yang paling rendah. Lain halnya dengan pertimbangan loyalitas, respoden
yang menjawab prioritas pertama dan prioritas ke lima, prosentasenya hampir sama,
vaitu 32 persen dan 37.5 persen, sedangkan yang uiemilih prioritas ketiga merupakan
preoritas vang terendah. |
Pertimbangan kejujuran merupakan hal yang dianggap scdang-sedang saja untuk
dipertimbangkan da]am penempatan pegawai. Hal ini terlihat dari Jawaban responden
yang menempatkan variabel tersebut sebagian besar pada prioritas ke tiga dan ke
empat. Dan yang paling kecil prosentasenya adalah pada prioritas ke satu dan kedua,
Pertimbangan tentang disiplin pegawai, responden menganggap variabel ini tidak
terlalu dipertimbangkan, terlihat dari hasil pengolahan data balwa responden vang

. . b - ,
menjadikan variabel terseut pada prioritas kedua, ketiga, keempat dan kelima,
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prosentasenya relatif sama, dan yang memilih prioritas pertama, merupakan
prosentase yang terendah.

Berdasarkan temuan, pertimbangan profesionalitas merupakan faktor yang dianggap
cukup penting. Hal ini terlihat besarnya prosentase dari responden yang menjawab
prioritas kedua sebesar 55 persen.

Variabel gender menjadi pertimbangan penempatan pegawai

Pengertiap gender di sini adalah peran sosial sescorang dalam bermasyarakat.
Bedanya dengan jenis kelamin (sex) adalah jika jenis kelamin adalah pemberian
Tuhan yang diterima seseorang begitu saja, tetapi jika gender adalah peran sosial
yang diciptakan oleh sistem dalam bermasyarakat. Jadi Jika dihubungkan dengan
jabatan dalam lingkungan kerja, bahwa jabatan itu sifatnya netral, artinya bisa
dijabatan oleh siapa saja. Akan tetapi jika dilihat bahwa Jabatan tertentu akan lebih
rapi jika dijabat oleh Seorang perempuan, maka berarti- sudah memasukkan faktor
gender di dalamnya. Dalam penelitian ini, pengertian gender menunjukkan adanya
perbedaan peran seseorang berdasarkan jenis-kelamin, dalam menduduki - jabatan
struktural di lingkungan instansi pemerintah;

Responden yang menganggap bahwa -gender menjadi pertimbangan penempatan
pegawai, prosentasenya relatif ~kecil. Berarti bahwa gender bukan merupakan
pertimbangan yang dianggap-penting dalam penempatan pegawai, karena mereka
menganggap bahwa jenis kelamin laki-laki Maupun perempuan mempunyai kapasitas

yang sama untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah.
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KESIMPULAN

Memindahkan personel dari satu unit ke unit lain, merupakan hal yang mudah dilakukan,
akan tetapi jika menempatkan personel yang sesuai dengan kemampuan yang diperlukan,

hukan merupakan hal yang mudah dilakukan. Sering kita jumpai dari scorang pimpinan
yang akan ms:ncmpatkan personelnya di suatu bagian, masih berpikir “jangan-jangan™
atau “pasti”. Misalnya, jika si A di tempatkan di unit keuangan, jangan-jangan dia akan
melakukan penyelewengan, atau pasti akan berbuat begitu. Artinya si pemimpin tidak
secara mempertimbangkan secara objektif tentang kapasitas si A jika ditempatkan di unit
pekerjaan tertentu. Oleh karena itu dalam penempatan pegawai, perlu dilakukan
pengamatan-pengamatan' dan prosedur yang berlaku, sehingga penempatan pegawai

didasarkan atas penilaian yang objektif. Dalam penelitian' ini, peneliti mencoba
menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang hal-hal yang dipertimbangkan selama

ini dalam penempatan pegawai dilingkungan instansi pemerintah.

Dari sekian banyak variabel yang dapat menmipengaruhi penempatan pegawai, peneliti
membatasi empat variabel yang menjadi variabel observasi, yaitu variabel keterampilan,
pengalaman, kepribadian dan varjabel gender. Temuan data menunjukkan bahwa dari
beberapa faktor yang masuk dalam variabel keterampilan, faktor kreativitas mendyduki
prosentase yang terbesar, yaitu92,,5 persen yang menyatakan bahwa kreativitas menjadi
pertimbangan yang pertama _dalam penempatan pegawai. Sedangkan pendidikan formal

hanya menempatan -urutan- berikutnya, yaitu 87,5 persen yang menyatakan bahwa
pendidikan formal menjadi pertimbangan penempatan pegawai.

Variabel pengalam juga menjadi pertimbangan penempatan pegawai yang cukup

signifikan. Yang termasuk variabel ini adalah Pendidikan berjenjang, namun responden
sebagian besar menjawab bahwa variabel ini bukan menjadi prioritas pertama, tetapi
sebagian besar (27,5 persén) menjadi prioritas ke tiga. Kemampuan beradaptasi juga
hanya sebagian kecil yang memilih prioritas pertama, dan sebagian besar responden (55
persen) menganggap bahwa variabel ini menjadi prioritas ke tiga. Daftar Urutan
Kepangkatan (DUK) merupakan variabe! yang sangat dipertimbangkan dalam

penempatan pegawai. Hal ini terlihat dari sebagian besar responden yang menjadikan
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variabel ini menjadi prioritas utama. Hal ini mencerminkan bahwa di lingkungan instansi
pemerintah, senioritas merupakan hal yang dominan menjadi dasar pertimbangan dalam
penempatan pegawai. ‘

Variabel kepribadian, juga menjadi pertimbangan penempatan pegawai. Di antara {aktor-
faktor komitmen, loyalitas, kejujuran dan disiplin pegawai, yang masuk dalam kelompok
variabel kepribadian, responden rata-rata memilih variabel-variabel terscbut menjdai
prioritas k‘_e tiga dalam penempatan pegawai. Jadi variabel ini bukan merupakan variabel
unggulan dalam pertimbangan penempatan pegawai. Yang. palifig menonjol adalah
pertimbangan. profesionalitas pegawai, yaitu 55 persen responden menjadikan variabel ini
menjadi prioritas-ke dua dalam penempatan pegawai.

Variabel gender, menurut temuan data bukan.merupakan hal yang cukup penting
dipertinﬁawtdalam penempatan pegawai. Sebab mereka menganggap bahwa jenis
kelamin‘l%ﬁkia maupun perempuan mempunyai kapasitas yang sama untuk menduduki

jabatan strﬁk;&iéél di lingkungan instansi pemerintah.
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Lampirran |
Descriptive Statistics

] Minimum Maximum Mean Std. Deviation
PENFOMAL 40 3.00 5.00 3.2750 5541
Valid 1 (listwise) 40

PDDKFORM
. Cumulative
Frerquency Percent | Valid Percent Percent
valid 1.00 ) 31 775 77.5 77.5
3.00 9 22.5 22.5 100.0
Tota! 40 100.0 100.0
Statistics
KREATIVI BERINOVA
PDDK kreativitas berinovasi
pendidikan menjadi menjadi
formal pertimbangan | pertimbangan |
N  Valid 40 40 40
Missing , 0 0 0

KREATIVI kreativitas menjadi pertimbangan

Cumulative
Frequency | Percent | Valid Percent Percent Yy
Vaid  1.00 tidak 3 7.5 7.5 7.5
2.00 ya 37 92.5 92.5 100.0
Total 40 100.0 100.0 :
BERINOVA berinovasi menjadi pertimbangan
Cumulative
Frequency..| Percent | Valid Percent Percenl
valid 100 tidak 1 275 27.5 275
200 ya ' 29 72.5 72.5 100.0
Total 40 100.0 100.0
PDDK pendidikan formal
, Cumulative
Frequency | Percent | Valid Percent Percent
Valid 100 tidak 5 12.5 12.5 12.5
2.00 ya 35 87.5 87.5 100.0
Total 40 100.0 100.0
Descriptive Statistics
H Minimum__| Maximum Mean Std. Deviation
TEMPATAN 40 11.00 21.00 15.8750 2.4304
Valid N (listwise) 40
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Cunmilative |
F'requency Percent Valid Percent Pereent
yzrd ek menpesah 13 3.5 32.5 K
O prienie } 2.5 2.5 50
200 priogitee 3 ] 2.5 2.5 s
300 prionita: 2 20 50.0 50.0 87.5
4.107) priovitas | 5 12.5 12.5 100.0
Tetal A1) 1000 100.0
MANATERT kemampzan mzueajeriall
Cunlative
Frequency Percent Valid P'ereent Percent
P30 Ay pelak menprgan id 35.0 35.0 350
2.0 privritas 2 I 2.5 2.5 Yis
300 printitas 2 4 10.0 10.0 4.5
4.0Y) prioritas | 20 52.5 52.5 100.0
Tertal Al) 100.0 100.0
ADAPTASE mudah beradaptasi
Cumulitive
Frequency Percent Valid Percent Percemt
Vel ) Ak g ah 14 33,0 35.0 50
FOY) prioritas 4 2 5.0 5.0 400
2.0 prioritas 3 22 550 55.0 SARY
31 prioritas 2 2 5.0 5.0 1000
Total 40 100.0 100.0
RESIHKQ. Berani heresilo
A Cunnlative
Frequency P'ercent Valid Percent Percent
10 A5 tedak mcogaaah 4 15.0) 33.0 350
1.0 prioritas d 23 57.5 57.5 1.8
2.0 prioritas 2 5.0 5.0 97.5§
4.00) priogitas] I 2.5 2.5 100,0
Total 40 [00.0) 100.0
DUK Berdasarkom duk
. Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Pzreent
vaind A ndak menprch 8 700 70.0 700
300 prioritac 2 2 5.0 5.0 750
A0 priovitas | 10 25.0 250 100
Jetal A1) 100.0 100.0
PIDIKAN pendidikan penjenfangan
. Cumulative
. Frequency Percent Valid Percent Percen
valrs O tdak menprsah 25 02.5 62,5 IR
L0 priotitas ! 2.5 2.5 (,qﬂfh)
2.0 priovitas 4 1 2.5 25 07,8
3.00 prioritas 3 il 27.5 27.5 95.0
4.0% prioritas 2 2 5.0 5.0 l(})(‘).()
Tetal At} 100.0 100.0
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Lampiran 3

KOMITMEN  pertimbangan komitmen :
Cumulative
Frequency Pereemt Valid Percent Percent

Natid R uedi Tmengavaby | 2.5 T 2.8 2.5

1.0 prioyitas S 7 17.5 17.5 200

2.00) prinritas 4 6 15.0 15.0 35.0

3.00 prinritas 3 6 15.0 15.0 50.0

4.00 priotitas 2 2 5.0 5.0 55.0

5.00 priovitas | 18 45.0 45.0 ;4 100.0

Tetal 40) 100.0 100.0

LOYALITA pertimbangan loyuilitas

i K Cumulative
Frequency Pereent Valid Percent Percent

Nahid 00 tdak menprwab | 2.5 2.5 2.5
1.00 prioritas 5 15 37.5 37.5 40.0
2.0 priotitas 4 . 4 10.0 10.0 ’ 50.0
3.00 prioritas 3 2 5.0 5.0 55.0
4.00 prioritas 2 5 12.5 12.5 67.5
5.00 prioritas | 13 325 325 100:0
Total 1) 100.0 100.0

KEJUJURA pertimbangan kejujuran

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Pereent

Vahd 00 ndak menpawah i 2.5 2.5 2.5

100 prionitas § 7 17.5° 7.5 2000

2.00 priovitas 4 13 3235 32.5 . 525 -

3.00 prioritas 3 13 32.5 325 85.0

4.00 prioritas 2 3 7.5 1.5 92.5

5.00 priorivas 1 3 7.5 7.5 100.0 '

Testal 4() 100.0 . 100.0

)

DISIPLIN pertimbangan disiplin

Cumulative
s Irequency Pereent Valid Percent F'ereent

Val 0 el gl ] 2.5 2.5 2.5
100 priovitss § 8 20.0 20.0 2.5
2.00 priitas 4 9 22.5 22.5 15.0
3.00 prinritas 3 13 325 325 77.5
4.00 prioritas 2 8 20.0 20.0 97.5
5.00 prioritas I 2.5 2.5 100.0
Total 40 1. 100.0 100.0

PROJESIO pertimbangan profesional

. Cumnulative
Frequency Percemt Valid Percent Pereent
Naiul TN priormas 3 2 5.0 5.0 5.0

2,00 prininas 4 7 17.5 17.5 22.5
300 prioitas 3 6 15.0 15.0 7.8
4.00 prioritas 2 22 55.0 55.0 92.5
5.00 prinvitas | 3 7.5 1.5 100.0
Total 40 100.0 100.0
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Lampiran s

Cunulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
N i SO0t menpaaaly | 2.5 T 2.8 2.5
1.0 prinrias S 7 17.5 17.5 200
2.00) priotitas 4 4] 15.0 15.0 35.0
3.00) prioritas 3 6 15.0 15.0 50.0
4.09) pricitas 2 2 5.0 5.0 55.0
5.00 pricritac | 18 45.0 45.0; 100.0
Tetal 40 100.0 100.0
LOYALITA pertimbangan loysilitas
i K Camulative
I'requency Percent Valid Percent Pereent
Vaid 00tk menprnab | 2.5 2.5 2.5
1.0 priotitic § 15 37.5 37.5 40.0
2,00 prioritas 4 ’ 4 10.0 10.0 50.0
3.00 prioritas 3 2 5.0 50 55.0
4.00 printitas 2 5 12.5 12.5 67.5
5.00 prioritas | 13 32.5 32.5 100.0
Total 40) 100.0 100.0
KEJUJURA pertimbangan kejujuran
Cumulative
Frequency Pereent Valid Percent Percent
vahd A0 ndak menprs ah 1 2.5 2.5 2.5
10O prioritas § 7 17.5° 17.5 2000
2.00 ptiovitas 4 13 325 32,5 52.5
3.00 priogitas 3 13 325 32,5 85.0
4.00 prioritas 2 3 7.5 7.5 92.5
5.00) prionias | 3 7.5 7.5 100.0
Total 4() 100.0 100.0
)
DISIPLIN pertimbangan disiplin
Cumulative
! Irequency Percen Valid Percent I'ereent
Viled A0 telab cnpeeah | 2.5 2.5 73
OO prionie § 8 20.0 200 2.5
2.00 prionitas 4 9 225 22.5 45.0
3.00 prioritas 3 13 325 325 71.5
4.00 prioritas 2 8 20.0 20.0 97.5
5.00 pricritas | i 2.5 2.5 100.0
Total 40 100.0 100.0
PROFESIO pertimbangan profesional
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percemt
N atid Lo prienns j] 50 5.0 50
2.00 prievins 4 7 17.5 17.5 22.5
300 priovitas 3 6 15.0 15.0 KN
A4.00 prioritas 2 22 55.0 55.0 92.5
5.00 prinvitas 3 7.5 7.5 100.0
Total 40 100.0 100.0
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Deseriptive Statistics

.

N Mininm Maximu Mcan Sud. Deviation
“CABUNG 4) 4.00 10.00 7.4750 1.1522
Valid M oljctugee) 41)
GRUNGAN
Cumulative
Freguency Percent Valid Percent Pereent
valid 4N 9 22.5 22.5 22.5
2.00 18 45.0 45.0 67,5
3m 13 325 325 100.0
Total 4() 100.0 100.0
-
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KUISIONER
Kami dari Pusat Studi Indonesia Lembaga l’cnclllmn Universitas Terbuka sedang
melaksanakan program penelitian dalam rangka Tri-Dharma Perguruan Tinggi Jdengan
judul: “Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia Dalam Penempatan Pegawii Pada
Jabatan Struktural di I.embaga Pemerintahan”
Seperti kita ketahui bersama bahwa mekanisme pengangkatan scorang Pegawai Negeri
Sipil (PNS) untuk menempati suatu jabatan struktural tertentu telah diatur dalam ndanm
Undang dan peraturan yang berlaku. Namun demikian kami memerlukan informasi dari
sist lain. Untuk itu kami akan sangat berterima kasih apabila Bapak/tbu berkenan mengisi
daftar pertanyaan berikut ini. Partisipasi Bapak/ll)u akan sangat berguna bagi kami
sebagai data untuk bahan analisis dalam penelitian ini.
Atas bantuan dan kerja sama Bapak/Ibu kami sampaikan terina hasili.
Tim Penclitic 1. Sockiyono
2Suyadi Prawirosentno
3. Wiwin Siswantini
4. Agus Santosa |
- i
I. Data Personel Resporden E
1. Nama (lengkap gelar) T, T AU ‘
2. Jabatan Struktural VR "R & H
3. Level Esclon D N
4. Institusi/Lembaca A 0 RO
5. Pusat/Propinsi/Kota A
I1. Daftar Pertanyaan; |
1. Dalam pengisian suatu jabatan , apakah terdapat pertimbangan mengenai pendilikan
formal yang dimiliki calon pejabat?
CJYa
(I Tidak
2. Bila jawaban nomor 1 “Ya”, apakah jabatan yang didudukinya harus sesuai denaan
latarbelakang pendidikan formalnya?
Misalnya: Jabatan Kepala Bagian Kepegawaian harus diisi oIch:
a. Sarjana Psikologi, atau ‘
b. Sarjana Ekonomi (Manajemen), atau f
c. Sarjana Hukum, atau
d. Sarjana Sosial/llmu Politik
LI va i
0 Tidak ' L
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",y:;awal)an nomor ! adalah “Fidak”, dasar apa yang menjadi pertimbangan?:
frilah nomor urut scsuai dengan prioritas pilihan di hawah ini}

3 Pengalaman yang dimiliki calon bersangkutan
E Pendidikan penjenjangan struktural yang sudah diikuti calon bersangkutan

Rpakah jenjang pendidikan formal (S-3, S-2, S-1) menjadi prioritas utama untul
*mencalonkan seorang PNS untuk menduduki suatu jabatan struktural (setara esclon
I, 111, dan 1V) (Jawaban sesuaikan dengan urutan prioritas 1,2 dst)

Ya, karena 3 Kemampuan menganalisis

(3 Kemampuan manajerial

(—JMudah beradaptasi dengan lingkungan kerja

(] Berani inengambil resiko

Tidak. karena E3  Pernah menduduki jabatan struktural dibawabnya
T3 Menyangsikan status pendidikan formal yang dimiliki
CJ Memiliki pengalaman sesuai dengag bidang yang akan dijabat
(3 Pernah mengikuti pendidikan penjenjangan struktural
(3 Pernah mengikuti penataran/pelatilian sesuai-dengan jabatan

5 Apakah kreativitas menjadi pertimbangai bagi calon pejabat?
CJ Ya
3 Tidak

6. Apakah orang yang mempunyai inovasi tinggi merapakan prioritas yang perh
dipertimbangkan dalam pengangkatan pejabat?
Ya .
L) Tidak

7. Sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah orang yang dicalonkan atau akan menduduhi
jabatan struktural dalam penyelesaian tugas-tugasnya adalah
£ Tepat waktu,
I Sering terlambat,
£33 Tidak tahu

8. Apakah orang yang akan menjabat struktural, hasil pekerjaan di masa lalunya dimilai
3 Sangat memuaskan
(CJ  Cukup memuaskan
3 Tidak memuaskan
LI Tidak tahu
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,-i’}a!:nh hal-hal berikut ini menjadi pertimbangan calon pejabat? ¢
Jawaban sesuaikan dengan urutan prioritas)
Komitmen

- Lovalitas

- Kejujuran
03 Disiplin
(-

Profesional

£ 10. Apakah dalam menentukan calon pejabat struktural, masalah gender (perbedaan laki-
laki/perempuan) menjadi pertimbangan? :
3 Ya berialasannya....................... T D

H. Berilah nomor urut sesuai prioritas (1 s/d 8) hal-hal yang menyangkut sescorang
untuk menduduki jabatan struktural.

Jenjang pendidikan

Pengalaman kerja

Keahlian

Kemampuan

Kejujuran

Loyalitas.

Perilaku

Liannya sebutkan_............................................

0o0oooooo

12. Menurut pendapat Bapak/Ibu orang yang menduduki jabatan struktural yiang scsuai
dengan latar belakang pendidikannya dapat menyclesaikan tugasnya;
3 tepat waktu ‘
C3J sering terlambat .
3 selalu terlambat

13. Begitu pula, bagi orang yang menduduki jabatan struktural yang scsuai dengan latar
belakang pendidikannya atas hasil pekerjaannya

E - O3 selalu memuaskan

¢ . kadang-kadang memuaskan

(I selalu tidak memuaskan

0T Tainnya, sebutkan ... s
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14. Menurut pendapat Bapak/Ibu, bagi sescorang yang, menduduki Jabatan struktu al,
tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya untuk penvelesaian tugasnya
3 tepat waktu
LI sering terlambat
T selalu terlambat
T lainnva sebutkan ...

I5. Kemudian bagi seseorang yang menduduki jabatan struktural, tidak sesnai densan
latar belakang pendidikannya untuk hasil pckerjaannya
selalu memuaskan -
kadang-kadang memuaskan
selalu tidak meinuaskan
lainnya scbutkan ... PAY $ SO

0ooo

16. Apakah scorang yang menduduki jabatan struktural yang tidak sesuai dengan latar
belakang pendidikan juga mengikuti pendidikan/pelatihan sesuai dengan jabaton yang

didukinya?
! Ya
() Tidak

17. Bila jawaban nomor 16 “Ya”; dimana pendidikan/pelatihan diperolchnya?
3 Dalam negeri, sesuai dengan aturan pemerintah
C  Luar negeri

18 BRila jawaban nomor 16 “Tidak” karena yang bersangkutan memiliki
L) Intelgensia tinggi
L) Mau belajar
3 Nalurinya tinggi
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